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ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan laju perubahan tata guna lahan
yang cukup tinggi. Kondisi tersebut ditandai dengan laju deforestrasi baik disebabkan
oleh pemberian konsesi penebangan hutan maupun pembangunan perkebunan sawit skala
luas. Proses akuisisi tanah dan penyingkiran petani tidak hanya disebabkan oleh proses-
proses pelibatan investasi korporasi namun dapat terjadi di tingkat komunitas. Dari hasil
pengkajian di salah satu desa di Sulawesi Tengah menunjukkan proses akumulasi lahan
saat terjadi booming kakao menyebabkan perbedaan status ekonomi semakin melebar
antar warga dalam satu desa. Praktik perkebunan menunjukkan penyerapan rendah
terhadap tenaga kerja lokal sekitar perkebunan. Hal ini menjadikan petani sekitar putus
hubungan dengan tanah menjadi tenaga kerja bebas. Selain itu juga tidak terintegrasinya
ekonomi warga dengan sistem ekonomi perkebunan dan pada saat yang bersamaan
tekanan akan kebutuhan pekerjaan berbasis tanah kian meningkat, mendorong petani
menggarap areal perkebunan. Fakta menurunnya minat pemuda pedesaan yang bekerja
di pertanian muncul karena semakin jauhnya pengetahuan pertanian, penurunan kualitas
pertanian dan kehidupan di desa, perampasan lahan oleh korporasi besar dan sulitnya
akses terhadap lahan.

Kata Kunci: lahan,desa,pemuda.

ABSTRACT

Indonesia is a state with a high turnover of land usage. This situation is reflected in the
speed of deforestation due to the allocation of concessions as well as wide scale palm oil
plantation development. The land acquisition process and the exclusion of farmers in this
process are not only caused by the involvement of corporate investments but also happens
at the community level. The results of this study in a Central Sulawesi village show that
the accumulation process that occurred when cacao was booming caused a widening in
the economic inequality gap. The practice of plantations shows a low absorption of local
labour around the plantation. This issue caused farmers to cut ties with their land and
essentially become free labourers. There was also no economic integration of citizens in
the economic system of the plantation. At the same time the demand for land -based jobs
is increasing, forcing farmers to work on the plantation. The fact is there is a declined
interest in agricultural work on behalf of the rural youth because of the increased
distancing of local agricultural knowledge, decreased quality of life in the agricultural
and rural sectors, land grabs by large corporations and difficulties in accessing land.

Keyword: land, village, youth.
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PENDAHULUAN

Seperti yang telah banyak disampaikan
di media, krisis harga pangan dunia yang
terjadi pada tahun 2007-2008 dan krisis
energi yang belakangan tahun terakhir
telah mendorong adanya upaya akuisisi
(perampasan) tanah secara luas untuk
pangan dan energi di dunia Selatan termasuk
Indonesia (Grain 2008, World Bank 2010,
Deininger 2011) meski demikian fenomena
ini bukan hal yang baru di dalam sejarah
panjang kolonialisme di Indonesia (White
and Dasgupta 2010, Li 2011). Dalam hal
ini, frase perampasan tanah menjadi frase
sentral dalam memahami transisi agraria
di dunia Selatan, seperti yang dikatakan
Borras dan Franco (2012),

“‘Land grab’ has become a catch-all
phrase to refer to the current explosion
of (trans)national commercial land
transactions mainly revolving around the
production and export of food, animal
feed, biofuels, timber and minerals.”

Pada praktiknya, fenomena akuisisi (pe-
rampasan) tanah secara luas ditandai oleh
aktivasi investasi besar-besaran terhadap
tanah untuk dikonversi menjadi pertanian
pangan maupun biofuel berorientasi
pasar ekspor oleh negara yang miskin
lahan pertanian pangan namun berlimpah
sumberdaya finansial (Grain 2008, Borras
and Franco 2012, dan Zoomers 2010). Salah
satu motif yang terkandung dalam investasi
tersebut adalah meminimalisir biaya
produksi untuk mendapatkan stok pangan
atau bahan baku biofuel yang murah. Tak
urung, fenomena ini mengundang dan telah
menjadi debat global baik secara konseptual
maupun praktik, antara pendukung maupun
kelompok penentang. Debat tersebut pun
hadir dari beragam pendekatan dan disiplin
keilmuan. Seperti yang diungkapkan oleh
laporan tim Bank Dunia (2010) sebagai
kelompok yang pro, akuisisi tanah secara
luas merupakan sebuah jalan dalam

mengurangi kemiskinan melalui tiga
mekanisme yakni: (1) penciptaan lapangan
kerja tenaga upahan, (ii) peluang bisnis bagi
pertanian kontrak dan, (ii1) pembayaran
sewa dan pembelian tanah.

Namun menurut Li (2011), laporan
Bank Dunia tersebut pada faktanya tidak
masuk akal. Dengan mengambil sejarah
panjangkolonialdilndonesia, Limengatakan,
justru yang terjadi adalah pelepasan petani
dari tanahnya (free labour) namun pada
akhirnya pun mereka (petani) tidak mampu
terserap dalam sistem yang tersedia dalam
industri (perkebunan) kapitalistik (suplus
population). Bahkan yang terjadi adalah
anak-anak petani yang berpendidikan
kemudian harus menjadi pengangguran
terdidik (educated unemployment). Secara
tegas Li menyatakan, “their land is needed,
but their labor is not.” Dampak negatif dari
investasi langsung terhadap tanah secara
besar-besaran juga telah banyak dilaporkan
bahwa bukan menjadi solusi namun justru
berakibat buruk terhadap kelangsungan dan
keberlanjutan nafkah di pedesaan. Khusus
di Indonesia, fenomena akuisisi tanah secara
luas banyak terjadi pada pekebunan kelapa
sawit baik di Sumatra (White and Dasgupta
2010; McCharty 2010), Kalimantan (Fortin
2011) maupun melalui ledakan komoditas
perkebunan (booms crops) yang banyak
terjadi di Asia Tenggara (Hall 2011) ter-
masuk di Sulawesi Tengah (Li 2002).

AKUISISI TANAH KONTEMPORER

Penelusuran beberapa literatur menunjukan
bahwa akuisisi tanah disebutkan dengan
istilah atau terminologi yang berbeda-
beda. Terdapat tiga istilah atau terminologi
untuk menyebut proses pengambilalihan
tanah yaitu ‘large scale land acquisition
yang dimunculkan oleh World Bank, ‘land
grabbing’ yang dimunculkan oleh GRAIN-
sebuah LSM asal Spanyol serta commercial
pressure on land yang dimunculkan oleh
International Land Coalition (ILC) yang
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mengklaim dirinya sebagai lembaga inter-
nasional yang mewadahi aneka corak lem-
baga yang berkepentingan pada masalah
tanah.

Perbedaan penyebutan ini memberikan
gambaran bahwa terdapat perbedaan su-
dut pandang dalam melihat persoalan
pengambilalihan tanah, mulai dari yang
kontra atau menentang, yang berada di
posisi abu-abu dan yang menerima. Ke-
ragaman dapat dilihat bahkan dalam ke-
lompok masyarakat sipil (lokal, nasional
dan internasional) seperti juga dalam ko-
munitas lokal. Perbedaan ini berkaitan
dengan perspektif kelas sosial, dan sudut
pandang ideologis atau politis. Salah
satu contoh adalah yang dimunculkan
oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan
International Federation of Agricultural
Produces (IFAP). IFAP dibentuk oleh
petani kelompok petani menengah dan
kaya yang berorientasi komersil. Posisi
ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok
petani kelas menengah kaya yang memiliki
kepentingan komersil dalam federasi dunia.
Sebaliknya, Via Campesina adalah sebuah
gerakan petani miskin dan petani kecil
internasional di negara berkembang dan
industrial. Gerakan mereka menyuarakan
pentingnya koalisi global. Posisi ideologis
pada isu agraria dibentuk oleh kepentingan
kelompok petani miskin. IFAP dan Via
Campesina merepresentasikan posisi yang
bertentangan. IFAP melihat isu biofuel
sebagai sebuah kesempatan sementara Via
Campesina melihatnya sebagai ancaman.

Pengambilalihan tanah dalam skala luas
untuk tujuan komersial bukan hal yang baru.
Sebagaimana dikutip dalam Laksmi (2011),
sejarah kolonialisme dan imperialisme
di belahan Dunia Selatan (Global South/
negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad
16-17 sebenarnya sudah menciptakan
suatu tatanan dunia yang terbelah, yakni:
wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan
politik di Dunia Barat yang mendapatkan

sumber kekuasaannya melalui penghisapan
dan pencaplokan beragam sumber daya
di Belahan dunia Selatan. Salah satunya
dicontohkan dengan gula sebagai komoditi
yang menggambarkan konstruksi hubungan
imperialistik.

Sekarang ini, menurut McMichael
(2008:216) globalisasi kontemporer hidup
dari sumber yang sama, yakni: tekanan
terhadap sumber-sumber kekayaan alam
di Dunia belahan Selatan. Negara-negara
poskolonial tetap pada posisi sama seperti
ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak
lagi mengkonsumsi apa yang mereka
produksi, tapi memproduksi dan meng-
ekspor seluruh kebutuhan pangan dunia
di Belahan Barat dalam bentuk bahan
mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan
pokok (gandum, sorghum, beras), tetapi
juga apa yang disebut sebagai jenis ‘ekspor
non-tradisional’, seperti bunga-bungaan,
buah, sayuran, udang, bahkan pakan ternak
untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya
ke negara dunia ketiga dengan murah.
Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh
McMichael sebagai penciptaan tatanan
baru hubungan-hubungan sosial produksi,
konsumsi dan reproduksi.

Borras et al (2012) menyebut /and
grabbing yang muncul sekarang ini se-
bagai land grabbing kontemporer. Con-
temporarary land grabbing ditandai de-
ngan 3 hal: 1) control grabbing yaitu
memperoleh kekuasaan untuk mengontrol
dan menggunakan tanah dan sumberdaya
lain seperti air. Control grabbing dapat
dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari
land grabbing, water grabbing sampai
dengan green grabbing;2)luasan danjumlah
modal; 3. terjadi karena dinamika strategi
akumulasi kapital yang merupakan respons
dari krisis multidimensional: pangan,
energi/bahan bakar, perubahan iklim dan
krisis keuangan (dimana kemudian para
pemodal mulai mencari peluang investasi
baru yang lebih aman.
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Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa
gelombang investasi tanah ini memiliki dua
pola yang baru yaitu: skalanya yang lebih
luas serta peran pemerintah yang lebih
besar. Gelombang investasi tanah yang
baru ini juga berbeda dengan investasi
asing di masa lalu karena investasi baru
ini: lebih banyak memburu sumberdaya
(tanah dan air) daripada komoditas dan
pasar; mencari perluasan produksi daripada
untuk kepentingan ekspor komersil; dan
mencakup produksi aktual daripada joint
venture atau contract farming.

MEKANISME AKUISISI TANAH

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor
yang menyebabkan proses perampasan
tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin
Amerika. Pertama, investasi asing untuk
memproduksi pangan; kedua, investasi
asing pada non pertanian pangan dan untuk
energi atau biofuel; ketiga, pengembangan
kawasan lindung, cagar alam, ekowisata;
keempat, pembangunan wilayah Zona
Ekonomi Khusus yang digunakan untuk
pekerjaan infrastruktur skala besar dan
pembangunan di perkotaan; kelima, bisnis
pariwisata dalam skala besar; keenam,
pembangunan tempat tinggal untuk para
pensiunan; dan terakhir, pembelian tanah

oleh para migran di negara asal mereka.
Sementara itu faktor pendorong perampasan
tanah mengacu pada Bollin (2010) adalah
krisis keuangan, pangan, energi dan krisis
iklim global. Semua krisis global yang
terjadi menumbuhkan persepsi bahwa
karena jumlah penduduk diperkirakan me-
ningkat sementara sumber daya terbatas,
permintaan akan pangan dan bioenergi akan
terus meningkat. Borras dan Franco (2012)
menyebutkan bahwa terdapat 4 konteks
kunci untuk melihat pemicu /land grabbing
yaitu: ketahanan pangan, pengamanan ener-
gi, strategi mitigasi perubahan iklim dan
permintaaan sumberdaya alam oleh pusat-
pusat kapital baru.

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta
Borras dan Franco, White (2012) meng-
kaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah
skala luas dengan 6 (enam) trend yang
mendorong mekanisme akumulasi melalui
investasi tanah, yaitu: (a) antisipasi global
terhadap ancaman keamanan pangan. Hal ini
mendorong investasi korporasi secara luas
ke dalam bisnis tanaman pangan (termasuk
untuk pakan ternak); (b) pengembangan
bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk
keamanan bahan bakar energi; (c) aturan
lingkungan yang baru beserta perangkatnya;
(d) koridor penyediaan infrastruktur dan
zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan
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instrumen keuangan baru; (f) aturan,
regulasi dan insentif yang disediakan oleh
komunitas internasional.

Akuisisi tanah melaui penyingkiran
tidak hanya terjadi melalui penetrasi
korporasi perkebunan namun dapat terjadi
di tingkat komunitas yang banyak terjadi
di pedesaan Asia Tenggara saat booming
crops. Menurut Hall (2011), penyingkiran
dalam konteks booming crops bisa melalui
beberapa proses, yakni: Pertama, intimate
exclusions yaitu penyingkiran yang dila-
kukan oleh orang-orang /lokal atau de-
ngan hubungan keluarga. Kedua; sales fo
migrants, para migran akan melakukan
pembelian dalam skala luas sebelum orang
lokal menyadari kenaikan/meningkatnya
harga tanah; Ketiga Seizure by migrants,
banyak migrant yang mengkonversi hu-
tan dan dengan mudah menguasainya ter-
utama jika tidak ada kelembagaan lokal
yang kuat untuk mengotrolnya. Keempat,
State and corporate engagement with
small holders, salah satu contoh yang di-
terapkan dalam model ini adalah bentuk
inti plasma perkebunan. Kelima; Seizure
by companies and/or state actors, negara
mengintimidasi petani dengan memberikan
klaim ilegal, okupasi tanah negara untuk
memaksa relokasi penduduk yang pada
akhirnya tanah akan diberikan kepada
perusahaan, dan sangat sedikit melibatkan
orang lokal. Keenam; The use of booms
to strengthen claims to land, booming
tanaman bisa dijadikan sebagai salah satu
jalan mengamankan tanah, karena tanaman
ekspor merupakan tanaman yang direstui
oleh negara, dan yang terakhir adalah crop
booms under secure land control.

LAND USE CHANGE:
LARGE SCALE VS SMALLHOLDER
Mengikuti pendapat Borras dan Franco

(2012) ekspansi dan transisi agraris ka-
pitalistik di negara-negara berkembang

dapat dipahami melalui penelusuran dua
unsur yakni dinamika dari perubahan tata
guna lahan (land use chage) dan hubung-
an-hubungan kepemilikan (property rela-
tions) serta keterhubungan kedua unsur
tersebut. Dalam hal ini, Borras dan Franco
mengajukan empat tipologi perubahan tata
guna lahan untuk membantu penelusuran
studi mengenai transisi agraris yakni:

“Land use change within Food to food
production (Type A), Land use change
form Food to biofuel production (Type
B), Lands devoted to Non-food uses
converted to food production (Type
C), dan Lands dedicated to Forest and
marginal/idle lands being converted to
biofuel production (Type D).

Berdasarkan kategori (tipologi) ter-
sebut, fenomena land grabbing dapat di-
cirikan atau diurai dengan menelusuri
orientasi produksi/tata guna lahan (food/
biofuel), orientasi pasar (domestic/export)
dan yang terpenting adalah status kepe-
milikan/penguasaan (control) lahan (small-
holder/corporate). Pada praktiknya, feno-
mena land grabbing yang terjadi di bebe-
rapa tempat dicirikan oleh skema pertanian
(pangan/biofuel) berorientasi ekspor ber-
basis korporasi (trans) nasional (7NC-
driven food and biofuel production for
export).

Indonesia sendiri merupakan salah satu
negara di dunia dengan laju perubahan tata
guna lahan (land use change) yang cukup
tinggi. Ditandai dengan laju deforestrasi
baik disebabkan oleh pemberian konsesi
penebangan hutan maupun pembangunan
perkebunan sawit skala luas. Data dari FAO
2010 menunjukkan, Indonesia menduduki
peringkat tiga di dunia sebagai negara yang
kaya hutan tropis setelah Republik Congo
dan Brasil (Tabel 1).

1 Hal yang perlu digarisbawahi, arah dan corak per-
ubahan tata guna lahan merupakan suatu hal yang
kompleks dan sangat bervariasi antara satu tempat
dengan tempat lainnya.
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Deforestation rates in rich tropical forest country

Tabel 1.

Forest Area Annual charge rate
2010 1990-2000 2000-2005 2005-2010
1000 ha 1000 halyr % 1000 halyr % 1000 halyr %
Brazil 519.522 -29890 | -5,51 -3090 | -0,57 -2194 -0,42
D.R of The Congo 154.135 -311 -0,2 -311 -0,2 -311 -0,2
Indonesia 94.432 1914 | 1,75 -310 | -0,31 -685 -0,71
India 68.434 145 0,22 464 0,7 145 0,21
Peru 67.992 94 | 114 -94 | -0,14 -150 -0,22
Mexico 64.802 -354 | -0,52 -235 | -0,35 -155 -0,24
Colombia 60.499 -101 -0,16 -101 | -0,16 -101 -0,17
Angola 58.480 -125 | -0,21 -125 | -0,21 -125 -0,21
Bolivia 57.196 -270 | 0,44 -271 | 0,46 -308 -0,53
Zambia 49.468 -167 | -0,32 -167 | -0,33 -167 -0,33

Sumber: FAO 2010 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Bila berdasarkan alokasi pemanfaatan
hutan untuk produksi pada tahun 2010,
97,5% atau sekitar 34,3 juta hektar dikelola
oleh korporasi, sisanya 2% atau sekitar
678.414 hektar dikelola oleh masyarakat
(Tabel 2).

Tingginya laju deforestrasi hutan pada
satu sisi, turut dibarengi oleh terus me-
luasnya ekspansi perkebunan sawit yang
dalam praktiknya banyak merupakan hasil
perubahan fungsi kawasan hutan. Jika
pada 1990 luas kawasan perkebunan sawit
mencapai 0,7 juta ha, maka tahun 2005
telah meningkat secara drastis mencapai
3,7 juta ha. Sebaliknya, luas kawasan hutan
terus mengalami penurunan dari 118,6 juta
ha pada tahun 1990 menjadi 97,9 juta ha di
tahun 2005 (Tabel 3).

Bentuk akuisisi tanah secara luas di
negara-negara Selatan termasuk di Indo-
nesia juga banyak terjadi pada ekspansi
komoditas perkebunan ekspor seperti ke-
lapa sawit maupun komoditas perkebunan
primadona ekspor lainnya seperti kakao
dan karet. Akuisisi ini berlangsung baik

3 HTI = Hutan Tanaman Industri; NTFPs = Non-Tim-
ber Forest Products; HTR = Hutan Tanaman Rakyat;
HKM = Hutan Kemasyarakatan

dilakukan oleh perusahaan perkebunan
besar (negara atau swasta) melalui per-
antara negara (vertikal) maupun terjadi
secara horizontal. Berdasarkan luasan pe-
nguasaan perkebunan besar, pada tahun
2008 didominasi oleh perkebunan sawit
yang diperkirakan mencapai 79% atau
sekitar 4,5 juta ha. Sementara dari total
luasan perkebunan sawit, 61% dikuasai
oleh perkebunan besar, dan sisanya dikuasai
oleh rumah tangga petani (39%) (Tabel 4).

Namun apakah produksi agrofuel ka-
pitalistik secara esensial berbeda dengan
corak produksi pertanian monocrop kapi-
talistik? Seperti yang diungkapkan White
dan Dasgupta (2010), corak ekpansi
produksi agrofuel (non-food) di belahan
negara Selatan pada praktiknya bukanlah
hal yang baru, sebagaimana tercermin da-
lam sejarah panjang ekspansi perkebunan
besar sejak jaman kolonial.*

“The dynamics that we see there in
agrofuels expansion — in the way that
corporate capital interacts with local

4 Dalam hal ini, “analisis kelas” merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami
dampak perubahan tata guna lahan di pedesaan
mengingat perbedaan strata antar warga.
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Tabel 2. Land Allocation
Inside State Production Forest Areas?®

State forest

Type of land allocation
Area (ha) Proportion (%)

1. Concession areas inside natural forest

1a. Logging concessions 24.877.255 70,8

1b. Restoration Ecosystem 185.005 0,5
2. Industrial forestry plantation

2a HTI concessions 9.393.535 26,7

2b NTFPs Inside HTI concession 21.620 0,06
3. Managed by community

3a. Community based forestry plantation 631.628 1,8

3b. Community forestry scheme 43.387 0,1

3c. Villagers forests 3.399 0,01
Total state production forest areas 35.155.829 100

Sumber: BAPLAN Kemenhut 2011 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Tabel 3.
Type of Land Use
Type land use Year
1990 1995 2000 2005
a. Oil palm plantations
Area (million ha) 0,7 1,2 2 3,7
Differences (million ha) 0,5 0,8 1,7
b. Agricultural lands
Area (million ha) 45,1 42,2 44.8 48,5
Differences (million ha) -2,9 2,6 3,7
c. Forests area
Area (million ha) 118,6 109 99,4 97,9
Differences (million ha) -9,6 -9,6 -1,6

Sumber: World Growth 2011 (Resosudarmo, B.P et al 2012)

Tabel 4.

Planted Area Contrololled
by Large Estate and Smallhlders Producers of Trecrops (000 ha)

Year Large estates La(l;g;;s;eillt)es Smallholders ST:al:t::;ji;rs
1940 1197,7 109,6 na n.a
1960 841,8 104,3 n.a n.a
1975 7521 170,9 5385,2

1991 21144 779,3 9336,8 384,6
2000 4246,3 2991,3 11549,6 1190,2
2008 5647,3 4451,8 14451,4 2903,3

Sumber: Booth (2012)
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government, local elites and local cul-
tivators and workers — may not be
something new, but simply a repetition
of well-known dynamics in the expan-
sion of the world’s major agrarian com-
modities, whether in the colonial period
or more recently. [...] and thus need to
be approached with the same tools of
critical analysis that agrarian studies has
applied to historical episodes of rapid
expansion of large-scale, industrialised,
capitalist, monocrop agriculture, in both
its plantation and outgrower/contract-
farming forms.” (White and Dasgupta
2010)

Beckford (1972) mengungkapkan, per-
kebunan (plantation) atau perusahaan ke-
hutanan besar (agro-industri) merupakan
penyebab utama keterbelakangan dan ke-
miskinan kronis (persistent poverty) karena
dalam bentuk klasiknya ditandai oleh: 1)
tingkat upah yang sangat rendah dibanding
apa yang berlaku pada sektor-sektor lain
(tidak menimbulkan consumption/demand
lingkages yang berarti dengan sektor-sektor
lain); 2) adanya sistem produksi, pengolahan
dan pengemasan yang terintegrasi vertikal,
sehingga hanya sedikit membutuhkan ma-
sukan dari unsur-unsur luar (kurang me-
miliki production lingkages dengan eko-
nomi sekitarnya) dan; 3) karena bentuk
pemilikannya, menunjukkan pembocoran
(leakage) dimana keuntungan (surplus) ke-
luar dari perekonomian lokal sehingga baik
perkebunan yang modern dan serba efi-
sien pun tetap tidak akan mendukung pe-
ngembangan serta akumulasi pada wilayah
dimana perkebunan berada. (White 1990)

Salah satu skenario yang terus di-
kembangkan dalam ekspansi perkebunan
besar kelapa sawit adalah sistem pertanian
kontrak, seperti pola Inti-Plasma. Namun,
dengan struktur pasar yang cenderung ber-
karakter oligopsoni juga tidak terlalu ba-
nyak memberikan ruang bagi produsen
(plasma) untuk memperoleh manfaat ting-
gi. Sebagai contoh kasus pada saat peme-

rintah menerapkan pajak ekspor CPO,
maka perusahaan (inti) akan membebankan
pajak tersebut kepada harga beli TBS,
sehingga petani akan menerima harga yang
relatif rendah. Contoh lain terkait relasi
inti-plasma, meningkatnya harga CPO in-
ternasional tidak secara penuh dinikmati
oleh petani sebagai akibat transmisi harga
yang tidak sempurna.

Selain berlangsung “dari atas” berkat
fasilitasi dan penetrasi ekonomi dari ne-
gara (baik negara kolonial maupun pasca
kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya
juga bisa berlangsung “dari bawah”, yakni
melaluirelasi-relasiagraris diantaraanggota
masyarakat sendiri menyangkut perebutan
akses dan kontrol atas tanah, modal dan
tenaga kerja. Secara singkat, proses akumu-
lasi dari bawah di antara masyarakat sendiri
ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang
disebut sebagai “diferensiasi agraria”.> Dari
data sensus pertanian sejak tahun 1973
hingga 2003 (Tabel 5), berdasarkan luasan
penguasaan lahan menunjukkan bahwa di
pedesaan terdapat kecenderungan semakin
terpolarisasi. Jika pada tahun 1973, jumlah
rumah tangga petani (RTP) yang menguasai
lahan dibawah 0,1 ha mencapai 3,4 persen
maka pada tahun 2003 meningkat menjadi
17,17 persen. Bila dibandingkan Jawa dan
luar Jawa, maka Gini Rasio penguasaan
lahan di Jawa mencapai 0,72 dan di luar
Jawa mencapai 0,58. (Booth 2012)

Jika di Jawa, proses diferensiasi ini
banyak disebabkan oleh praktik revolusi
hijau (pertanian pangan/sawah) maka di
daerah luar Jawa proses diferensiasi yang
disertai proses eksklusi terjadi di tingkat
komunitas disebabkan oleh booming crops
komoditas perkebunan untuk ekspor, se-
perti karet dan kakao. Seperti yang telah
disinggung, proses akuisisi tanah dan pe-
nyingkiran petani tidak hanya disebabkan
oleh proses-proses pelibatan investasi kor-
porasi namun dapat terjadi di tingkat ko-
munitas, seperti yang banyak terjadi di
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Tabel 5.
Agricultural Household
by Land Controlled 1973 2003 (million)

Year h‘:l\;ﬁ:ags?ze Total uder over
9 holdings| 0.1ha | 3ha

(ha)
1973 1,05 14.374 488 808
1983 0,99 17.076 | 1.246 1.085
1993 0,87 19.714 | 1.595 988
2003 0,79 24.869 | 4.269 1.222

Sumber: Sensus Pertanian (Booth 2012)

pedesaan Asia Tenggara saat hooming ko-
moditas ekspor seperti kakao, kopi, tanaman
keras (acasia, ekaliptus), sawit, dan karet.
Proses akuisisi lahan di tingkat komunitas
di Sulawesi Tengah misalnya, semakin luas
dengan terus bertambahnya luas penanman
kakao dibarengi oleh migrasi penduduk
dari luar Sulawesi Tengah, umumnya warga
Bali dan Bugis.

Dari hasil pengkajian di salah satu
desa di Kecamatan Sausu Trans, Sulawesi
Tengah sangat terlihat bagaimana proses
akumulasi lahan saat terjadi booming kakao
oleh salah satu kelompok masyarakat me-
nyebabkan perbedaan status ekonomi antar
warga dalam satu desa yang kian melebar.
Pada Grafik 1 terlihat pada Dusun 3 dan 4
yang merupakan wilayah komunitas migran
mayoritas masuk dalam lapisan ekonomi
atas (kaya), sebaliknya pada dusun 1 dan
2 yang merupakan warga asli (Kaili) ma-
yoritas masuk dalam lapisan menengah
(berkecukupan) dan tidak mampu. Dalam
hal ini, kepemilikan lahan (sawah dan ke-
bun kakao) memberikan kontribusi terbesar
pendapatan rumah tangga petani.

Hasil penelitian tim INKAPA- Sains
di Sulawesi Tengah (2012) di desa Maleali
Kecamatan Sausu, penyebab petani kecil
menjual lahan adalah tingginya beberapa
unit belanja keluarga, yang berhubungan
dengan pelayanan publik dan kebiasaan
masyarakat setempat. Para petani harus
menjual tanah ketika harus melunasi pem-

Grafik 1.
Pola Pelapisan Warga Desa Sausu,
Sulawesi Tengah Tahun 2011

Dusun 3 Dusun 4
Tidak Mampu

Dusun 1 Dusun 2
M Kaya [ Berkecukupan

bayaran rumah sakit bila anggota keluarga
dirawat berhari-hari. Sementara untuk men-
dapatkan Surat Keterangan Tidak Mam-
pu (SKTM) demi meringankan biaya pe-
rawatan di rumah sakit, warga perlu lima
tandatangan: kepala desa, bidan desa, pus-
kesmas, camat, dan dinas kesehatan ka-
bupaten. Surat ini pun harus dibuat untuk
diserahkan ke administrasi rumah sakit
pada setiap kasus perawatan. Tentu ini
merepotkan bagi warga, padahal pada saat
yang sama mereka harus merawat keluarga
yang sakit, yang kerap tidak bisa menunggu
surat itu untuk mendapatkan perawatan.
Sementara pihak rumah sakit menolak
memberi perawatan apa pun sebelum surat
dengan lima tandatangan itu diserahkan.
Maka warga lebih banyak memutuskan
untuk membayar penuh ongkos rumah sa-
kit.® Kedua, mereka menjual tanah adalah
untuk membantu anak mendapatkan pe-
kerjaan formal, memperoleh surat “peng-
angkatan”, yang dalam satu kasus meng-
habiskan 20 Juta Rupiah. Ada kasus di mana
anak seorang petani tidak melanjutkan
‘mendaftar ke kepolisian’ karena tidak
punya lagi uang simpanan akibat produk
kakaonya sudah melorot secara drastis.
Ketiga, sebagian petani berlahan kecil juga
menjual tanah untuk membiayai pernikahan
atau kematian. Menurut seorang warga, di
dusunnya setidaknya ada 17 KK yang tidak
punya tanah sama sekali, dan sebagian be-
sar mereka adalah keluarga baru.
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Tidak jauh berbeda dengan para petani
kakao Maleali, penjualan tanah di desa
Namo Kecamatan Kulawi biasanya terjadi
karena desakan keperluan mendadak da-
lam jumlah besar, sementara pendapatan
mereka dari bertani kakao kian kecil seiring
menurunnya produksi. Salah satunya saat
keluarga tertentu mengalami kedukaan.
Dalam tradisi masyarakat Namo, dikenal
budaya podoa di mana keluarga yang ber-
duka mengundang warga hadir berdoa di
rumah mereka sekurang-kurangnya 3-7
malam. Keluarga yang berduka akan me-
nyiapkan jamuan buat para pelayat, mulai
dari sekedar kue-kue hingga makan malam
selama prosesi berlangsung. Untuk men-
dukung pihak keluarga, pelayat biasanya
secara sukarela membantu keluarga yang
berduka dengan uang.

Alasan lain adalah tuntutan anak kepada
orang tua mereka, dari urusan melanjutkan
pendidikan di kota dan keperluan menikah
sampai sekadar membeli sepeda motor
untuk ‘bergaul’. Seorang petani desa Namo
dengan tiga anak, misalnya, telah menjual
tanahnya beberapa kali untuk keperluan
keluarga. Suatu waktu ia menjual lahannya
karena orang tuanya meninggal dan harus
beli sapi untuk acara podoa. Berikutnya,
ia menjual lahan lagi untuk mengadakan
pesta pernikahan putranya. Terakhir kali,
anak lelakinya yang lain meminta sebuah
sepeda motor. Baginya permintaan ini ber-
lebihan mengingat sudah dua petak lahan-
nya terjual. Namun menolaknya juga bu-
kan perkara mudah. Demi menghindari
anaknya terlibat dalam kenakalan remaja di
desa ini, ia pun menjual sepetak lahan yang
telah ia tanami kakao 6 tahun lalu, kepada
kerabatnya.” Uangnya kemudian ia jadikan
downpayment bagi sepeda motor buah
hatinya.

Penjualan lahan ini berjalan seiring
dengan datangnya para migran dari daerah
lain. Mayoritas penduduk Namo tinggal di
dusun Laone yang merupakan pusat desa.

Dusun ini cukup ramai oleh karena me-
rupakan pintu gerbang menuju desa-desa
yang berada di sekitar danau Lindu. Karena
letaknya yang strategis, dusun ini menjadi
wilayah persinggahan orang-orang yang
sedang dalam perjalanan ke Kulawi mau-
pun ke Lindu. Di sini, tingkat penjualan
tanah penduduk lama desa Namo tergolong
tinggi. Berdasarkan data desa 2012, dari 31
Jumlah KK yang tinggal di Sadaunta 50%
merupakan warga non-etnis Kulawi yang
datang mencari peruntungan ekonomi.
Terdapat 10 keluarga beretnis Bugis, 2
keluarga Kaili, dan masing-masing satu
keluarga etnis Buol, Bada’ dan Toraja. Dari
data demografi desa, terlihat kalau di dusun
ini 5 keluarga merupakan keluarga yang
tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata.

SITUASI KETENAGAKERJAAN
PEMUDA DI PEDESAAN

Menurut laporan The World Development
Report (WDR) 2008: Agriculture for De-
velopment yang dirilis oleh Bank Dunia
menyebutkan, angka kemiskinan di pe-
desaan Indonesia memiliki tren yang terus
menurun (World Bank 2008). Indonesia dan
sebagian negara Asia lainnya dimasukkan
dalam kategori negara yang sedang meng-
alami transformasi struktural dimana kon-
tribusi sektor pertanian hanya sekitar 25
persen terhadap GDP dan 60 persen dari
total penduduk miskin berada di pedesaan.
Tranformasi struktural tersebut diikuti oleh
penurunan jumlah penduduk miskin di
pedesaan. Menurt laporan tersebut, penu-
runan angka kemiskinan di pedesaan Indo-
nesia bersandar pada tiga jalur utama,
yakni: usaha tani komersil, diversifikasi
nafkah rumah tangga petani, pengerahan
tenaga kerja upahan (pertanian dan non
pertanian), dan migrasi keluar desa. Namun
sampai sejauh mana laporan Bank Dunia
tersebut terefleksikan dalam konteks kete-
nagakerjaan pemuda di pedesaan?
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Di Indonesia, pada tahun 2002 jumlah
penduduk yang tinggal di daerah pedesaan
diperkirakan sekitar 55%. Sementara
jumlah penduduk pedesaan yang bekerja di
pertanian pada tahun 1999 menurun sekitar
45% bila dibandingkan tahun 1990 yang
sekitar 55% (Rigg 2006). Tren penurunan
jumlah penduduk di pedesaan dan bekerja di
pertanian juga terjadi di kelompok pemuda.
Tahun 2010, jumlah pemuda di pedesaan
sekitar 46,46 persen (Grafik 2) sementara
yang bekerja di pertanian mencapai 56,59
persen (Grafik 3).

Trenpenurunanjumah pemudapedesaan
yang bekerja di pertanian dibarengi oleh
semakin tingginya tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pemuda di pedesaan (Grafik
4) dan angka ketimpangan penguasaan lahan
di pedesaan. Pada satu sisi, menurunnya
sumber pendapatan RTP dari pertanian (on-
farm) mendorong meningkatnya sumber
pendapatan dari non pertanian termasuk
dari tenaga kerja upahan (Tabel 6). Jika pada
tahun 1984, persentase RTP yang sumber
pendapatan berasal dari pertanian sebesar
81,7 persen, maka pada tahun 2003 turun
drastis menjadi 69,5 persen. Sedangkan
persentase RTP yang sumber pendapatan
utamanya berasal dari non pertanian terus
meningkat, dari 18,3 persen pada tahun
1984 menjadi 30,5 persen di tahun 2003
dimana 24 persen diantaranya bersumber
dari upah (Booth 2012).

Sementara bila dilihat persentase pe-
muda yang bekerja berdasarkan status pe-
kerjaan utama, persentase pemuda sebagai
pekerja bebas (pertanian dan non pertanian)
di pedesaan terus mangalami peningkatan
yang cukup signifikan. Jika pada tahun
2002, pekerja bebas (pertanian dan non
pertanian) di pedesaan mencapai 9,2 persen,
pada tahun 2010 meningkat menjadi 13,4
persen (Tabel 7).

Dari pemaparan sebelumnya tampak
bahwa, proses de-agranisasi di pedesaan
baik yang disebabkan oleh ekspansi per-

Grafik 2.
Persentase Pemuda Berdasarkan Wilayah
(data diolah)
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Grafik 3.
Persentase Pemuda Pedesaan yang Bekerja
di Pertanian (data diolah)

SR 62,10
62,00
61,00
60,00
59,00
58,00
57,00
56,00
55,00
54,00
53,00

1990 1999 2002 2006 2010

Grafik 4.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda
di Pedesaan (data diolah)
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Tabel 6.
Percentage Breakdown of Agricultural Household
by Main Income Source 1984, 1993, 2003

1984 1993 2003
Numbers of households (million) 18,4 20,3 25
Percentage
Agricultural 81,7 78,5 69,5
Food crop 65,2 51,4 41,5
Cashcrop 1,2 14 171
Other 53 13,1 10,9
Non agricultural 16,6 20,1 24,5
Agro industry 0,9 1,3 1,9
Other industry 2,2 2,7 3,2
Trade 5 6,8 8,1
Transport 0,9 1,7 2,3
Other 7,6 7,6 9
Income recipients 1,7 1,4 6
Total 100 100 100
Percentage of income from labouring occupations 15,6 171 24
Sumber: Booth (2012)
Tabel 7.
Persentase Pemuda Pedesaan yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama
Status Pekerjaan Utama 1990 1999 2002 2006 2010
Berusaha Sendiri 18,2 20,0 18,1 21,3 17,6
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap 22,3 15,5 15,7 12,9 9,8
Berusaha Dibantu Buruh Tetap 1,3 0,9 1,8 2,3 2,3
Buruh/Karyawan 29,7 29,9 23,9 247 26,1
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar 28,5 33,8 314 25,9 30,8
Pekerja Bebas (tani dan non tani) 9,2 12,9 13,4
Total 100 100 100 100 100

Sumber: data diolah

kebunan skala luas (negara dan swasta)
maupun yang terjadi di tingkat komunitas
melalui introduksi komoditas perkebunan
ekspor (boom crops) seperti sekeping mata
uang, di satu sisi mendorong meningkatnya
ketimpangan penguasaan lahan di pedesaan
dan pada sisi lainnya menyebabkan menu-
runnya peluang bekerja pemuda di perta-
nian. Kondisi ini bertolak belakang dengan
gambaran romantis Geertz (1984) tentang
involusi® di pedesaan maupun gambaran
optimisme oleh Bank Dunia mengenai tran-
sisi agraris di Indonesia.
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TRANSISI AGRARIA KAPITALISTIK:
BERKAH ATAU BENCANA BAGI
PEMUDA PEDESAAN?

Dalam laporan Bank Dunia (2011) lain-
nya, “Rising Global Interest in Farmland:
Can it Yield Sustainable and Equitable
Benefits?” (selanjutnya disingkat RGIF)
menyebutkan, akusisi tanah secara luas
merupakan sebuah salah satu jalan dalam
mengurangi kemiskinan melalui tiga meka-
nisme yakni, tenaga kerja upahan, pertanian
kontrak dan pembayaran sewa/pembelian
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atas tanah. Dengan menggunakan perspek-
tif penciptaan surplus/logika kapital Li
(2011) menyatakan, hal tersebut tidak
secara otomatis akan terjadi, “production
might succeed, but poverty reduction through
employment or compensation for land is
not an investor’s concern.” Di tengah si-
tuasi kompetisi global para investor akan
memaksimalkan keuntungan di mana
sumber keuntungan tersebut berasal dari
keberlimpahan tenaga kerja dan harga
tanah yang murah. Bahkan di Indonesia,
ketersediaan tenega kerja murah yang ber-
limpah dan alokasi lahan luas murah (bah-
kan cuma-cuma) sebagai fasilitas yang
banyak dipromosikan oleh beragam prog-
ram untuk menarik minat investor, baik
oleh pemerintah pusat (melalui program
transmigrasi) maupun pemerintah daerah.

Sejarah panjang perkebunan besar (tebu,
karet, dan kelapa sawit) di Indonesia misal-
nya, keberadaan perkebunan besar telah
gagal dalam mengurangi kemiskinan dan
justru yang terjadi sebaliknya (Beckford
1972). Menurut Li (2011), bagi penduduk
lokal disekitar perkebunan besar, “their
land is needed, but their labor is not.” Se-
lain harus kehilangan lahannya, praktik
perkebunan besar di Asia Tenggara sangat
rendah dalam meyerap tenaga kerja lokal
di sekitar perkebunan. Mengutip Breman
(1990), kondisi ketersingkiran tenaga kerja
lokal diperkuat oleh stigma “the myth of
the lazy native” sejak era kolonial yang
menjadi dasar import tenaga kerja murah
dari Jawa.

Beberapa penelitian menunjukkan, ra-
sio tenaga kerja terhadap lahan di perke-
bunan besar kelapa sawit lebih kecil diban-
dingkan dengan perkebunan rakyat. Jika di
perkebunan besar sawit rasio tenaga kerja
terhadap lahan 1:10 ha (Li 2009a) atau
bahkan mencapai 1:100 seperti yang terjadi
di Sambas Kalimantan Barat (Li 2011),
maka pada perkebunan rakyat non kelapa
sawit mencapai 25:10. Dari pengolahan

data Statistik Perkebunan Kalimantan Se-
latan 2010 menunjukkan, pada beberapa ko-
moditas perkebunan seperti di Kalimantan
Selatan Tahun 2010 rasio menunjukkan
angka yang lebih besar dan variatif yakni,
8:10 untuk karet, 26:10 untuk kelapa dalam,
dan 6:10 untuk kelapa sawit (Data Statistik
Perkebunan Kalimantan Selatan 2010).

Lewat pengamatan di Kalimantan dan
Sulawesi, Li menggambarkan, kegagalan
proyek transmigrasi dimana generasi anak
para warga transmigran tidak dapat terserap
di perkebunan kelapa sawit dimana harus
berkompetisi dengan warga lokal. Hal
yang ironis terjadi saat ini, ketika generasi
anak para para petani berhasil menamatkan
hingga perguruan tinggi sebagai harapan
keluarga justru mereka harus masuk dalam
kelompok pengangguran terdidik. Kom-
petisi atas tanah maupun pekerjaan memiliki
potensi konflik yang tinggi yang seringkali
di kemas dalam nuansa konflik etnis dan
agama dibandingkan dilihat sebagai kelas.

Selain bertumpu pada tenaga kerja dan
ketersediaan tanah murah yang berlimpah,
kemiskinan penduduk di sekitar perke-
bunan merupakan kondisi yang ideal bagi
investor untuk memaksimalkan tingkat
surplus (profit). Li mengungkapkan, “an
impoverished population surrounding a
plantation is the ideal situation for maximum
profit.” Lebih jauh, dengan membandingkan
dua skema pertanian kontrak kelapa sawit
di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Mo-
rowali (inisiatif/intervensi pemerintah) dan
Kabupaten Buol (intervensi korporasi//ais-
sez faire), Li kembali menegaskan, peng-
entasan kemiskinan tidak dapat diserahkan
kepada korporasi dan karenanya dibutuh-
kan intervensi dari pemerintah, “... govern-
ment intervention is necessary for contract
schemes to work to the benefit of small-

holders.”

Terkait konteks produktifitas rakyat
pedesaan penting kiranya mengutip kembali
apa yang diungkapkan Li (2009a) bahwa,
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pada kenyataannya terdapat dua kekuatan
baru di masa kini yang “menyerang” wi-
layah pedesaan di Asia yakni: (i) hilangnya
akses rakyat pedesaan atas tanah di suatu
wilayah akibat penutupan akses (en-
closure) baik oleh proyek atau badan usaha
industri ataupun kegiatan konservasi milik
pemerintah atau swasta, dan (ii) rendahnya
daya serap tenaga kerja lokal oleh industri
yang dibangun di sekitarnya. Bukannya
menjadi cadangan tenagakerja, merekayang
terlempar dari usaha pertanian karena tidak
terserap industri kemudian menjadi apa
yang disebut Marx sebagai relative surplus
population. Mereka menjadi pengangguran
yang terlempar dari pertanian, tak sanggup
masuk ke lapisan tenaga kerja industrial,
lalu terlunta-lunta di pedesaan dan perko-
taan. Dengan menelusuri cara-cara penem-
patan surplus population dalam konteks
transisi agraria, Li berkesimpulan, gagal-
sambung dalam transisi agraria bisa terjadi
antara usaha pemilik modal untuk memutus
ikatan petani dengan tanahnya dan usaha
memasukkan petani sebagai cadangan te-
naga kerja untuk industri.’

Gagal-sambung transisi agraria sebagai-
mana yang disinggung Li diatas, di dua desa
penelitian di Kalimantan Selatan Tahun
2010 menunjukkan dua gejala bagaimana
proses gagal-sambung berdampak pada
cara penghidupan warga di pedesaan Kali-
mantan Selatan. Di desa Tajau Pecah,
praktik pemberian HGU pada perusahaan
besar pekerbunan menyebabkan petani
kehilangan akses terhadap alat produksi
utama, yakni tanah.'’ Pada saat yang bersa-
maan, dengan kepadatan agraris yang
terus meningkat atau mengecilnya ruang
hidup petani untuk tetap bisa menggarap

9 Naskah Li (2009a) yang mengurai tentang surplus
production dengan judul, “To Make Live or Let
Die? Rural Dispossession and the Protection of
the Surplus Population”, Antipode 41(s1): 66-93
telah direview oleh Elisabet Tata dan Noer Fauzi
Rachman (2010) dan dapat diakses di http://
ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/
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lahan baik akibat migrasi dari luar desa
maupun pertumbuhan alami (kelahiran),
menyebabkan petani melakukan pendu-
dukan lahan (okupasi) secara diam-diam.
Sementara di desa Hayup, perkebunan
besar sawit menyebabkan petani terpisah
sepenuhnya dari sistem perkebunan besar,
baik secara ekonomi maupun budidaya.
Padahal sewaktu lahan masih dikuasakan
oleh perkebunan karet, selain bekerja se-
bagai buruh upahan penyadap karet, petani
setempat dapat mengusahakan budidaya
padi sebagai sumber pangan di areal yang
basah atau tidak ditanami oleh tanaman
karet sambil membuka lahan-lahan di
luar perkebunan untuk budidaya dan pe-
mukiman.!' Dengan sistem ekonomi yang
terpisah secara penuh (tidak terintegrasi)
dengan ekonomi perkebunan besar sawit,
saat ini masyarakat Tajau Pecah lebih me-
milih menanam komoditas karet dan hanya
sebagian kecil bekerja sebagai tenaga upah-
an di perkebunan sawit.

Baik di desa Hayup dan desa Tajau
Pecah, petani disekitar perkebunan besar
tersebut tidak terserap masuk ke dalam
sistem ekonomi perkebunan sebagai tenaga
kerja upahan. Jika pun terdapat warga yang
mampu menjadi tenaga kerja di perkebunan
tersebut, relatif sangatkecil atau dengan kata
lain, bukan menjadi skema pengembangan
perkebunan besar. Sampai sejauh ini, khusus
untuk perkebunan sawit di desa Hayup,
hampir sebagian besar tenaga kerja upahan
merupakan penduduk yang didatangkan
dari pulau Jawa. Dengan demikian, dari dua
desa penelitian tersebut, terdapat beberapa
hal yang penting dicatat, proses gagal-
sambung transisi agraria akibat masuknya
perkebunan besar yang menyebabkan pe-
tani sekitar putus hubungan dengan tanah
menjadi tenaga kerja bebas. Namun demi-
kian, meski menjadi tenaga kerja bebas,
para warga tidak secara otomatis terserap
masuk dalam sistem perkebunan besar
khususnya pada perkebunan sawit. Tidak
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terintegrasinya ekonomi warga dengan
sistem ekonomi perkebunan dan pada saat
yang bersamaan tekanan akan kebutuhan
pekerjaan berbasis tanah kian meningkat,
mendorong petani menduduki dan meng-
garap areal perkebunan sebagaimana ter-
jadi di desa Tajau Pecah. Sementara di desa
Hayup merupakan contoh kasus bagaimana
pertumbuhan sebuah kawasan (wilayah)
dimana cara penghidupan warga sepenuh-
nya memilth mengembangkan ekonomi
berbasis komoditas yang sama sekali tidak
tersambung dengan sistem ekonomi per-
kebunan besar (Yusuf dan Ekowati 2010).

KESIMPULAN

Fenomena transisi agraria di negara-ne-
gara Selatan termasuk di Indonesia di do-
rong oleh semakin meluasnya perburuan
investasi lahan oleh negara-negara kaya
akibat melonjaknya harga pangan dan
meningkatnya konsumsi biofuel/ dunia.
Konteks di Indonesia, perburuan lahan
pertanian ditandai oleh semakin tingginya
laju perubahan tata guna lahan khususnya
kawasan hutan untuk pembukaan areal
perkebunan sawit, komoditas perkebunan
ekspor hingga pembukaan areal persawahan
skala luas atau mengikuti Borras dan
Franco (2012) berorientasi ekspor berbasis
korporasi (trans) nasional (7NC-driven
food and biofuel production for export).
Alih-alih mendatangkan keuntungan bagi
devisa negara, justru menyebabkan proses
penyingkiran petani (accumulation by dis-
possesion). Hal ini berbeda dengan nada
optimisme laporan Bank Dunia (WDR 2008
dan RGIF 2011) bahwasanya Indonesia
merupakan salah satu negara yang sedang
mengalami proses transisi agraris dimana
kontribusi pertanian semakin kecil dan
berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di
pedesaan. Karena itu, pertanian haruslah
diserahkan kepada pihak yang lebih efisien

yakni korporasi dan kemudian warga
pedesaan dipersiapkan menjadi tenaga kerja
upahan. Selain oleh penetrasi korporasi,
proses pelepasan petani dari tanahnya juga
kian meningkat di tingkat komunitas di saat
terjadi boomcrops seperti kakao dan karet.

Mengutip karya Derek Hall, Philip
Hirsch and Tania Li (2011), sejumlah fakta
di pedesaan Asia Tenggara telah menun-
jukkan banyak petani berkeinginan keluar
dari pertanian, dan bahkan mereka penuh
pengharapan agar anak-anak mereka tidak
meniru sebagai petani. Dari data yang
telah disajikan sebelumnya menunjukkan,
ditengahmeningkatnyaekspansiperkebunan
sawit besar, persentase pemuda di pedesaan
yang bekerja di pertanian kian menurun dan
sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka
permuda pedesaan kian meningkat. Bahkan
yang paling ironis, data menunjukkan ting-
kat pengangguran terdidik di pedesaan me-
miliki kecenderungan kian meningkat. Se-
perti yang dikatan Li (2011), yang terjadi
adalah anak-anak petani yang berpendidikan
kemudian harus menjadi pengangguran ter-
didik (educated unemployment).

White (2011) menegaskan, menurun-
nya minat pemuda pedesaan yang bekerja
di pertanian adalah sebuah fakta, namun
bukanlah sesuatu yang dapat diterima
sebagai hal yang alamiah. Apakah kemudian
pertanian untuk pangan dan energi menjadi
domain korporasi mengingat gejala pe-
nuaan tenaga kerja pedesaan? Semakin ter-
jauhkannya pengetahuan pertanian (budi-
daya), penurunan kualitas pertanian dan
kehidupan di desa, perampasan lahan oleh
korporasi besar dan sulitnya akses terhadap
lahan adalah beberapa faktor dibalik fakta
tersebut. Proses akusisi tanah kontemporer
di Indonesia tidak terbebas dari ruang dan
waktu. Hal ini merupakan proses yang ter-
warisi sejak era kolonial. Tuntutan mencari
jawab atas proses gagal-sambung transisi
agraria merupakan arus utama debat agraria
dan ketenagakerjaan pedesaan saat ini.
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